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BAB | Konflik Etnis dan Konflik
2 Agama

A. Pengertian Konflik

Konflik secara estimologi berasal dari kata kerja Latin yaitu "con" yang
artinya bersama dan “fligere" yang artinya benturan atau bertabrakan
(Setiadi, 2011). Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena
sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan
individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun
kelompok dengan pemerintah (Rauf, 2011).

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu
dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah
menyangkut ciri fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain
sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial,
konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu
masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau
dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan
dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi.
Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang
terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya, integrasi yang tidak sempurna
dapat menciptakan konflik.

Stoner dan Freeman (1952) membagi pandangan menjadi dua bagian, yaitu
pandangan tradisional dan pandangan modern. Pandangan tradisional
menganggap bahwa konflik dapat dihindari. Hal ini disebabkan konflik dapat
mengacaukan organisasi dan mencegah pencapaian tujuan yang optimal. Oleh
karena itu, untuk mencapai tujuan yang optimal, konflik harus dihilangkan.
Konflik biasanya disebabkan oleh kesalahan manajer dalam merancang dan
memimpin organisasi. Dikarenakan kesalahan ini, manajer sebagai pihak
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tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain struktur
organisasi, perbedaan tujuan, persepsi, nilai-nilai, dan sebagainya. Konflik dapat
mengurangi Kinerja organisasi dalam berbagai tingkatan. Jika terjadi konflik,
manajer sebagai pihak manajemen bertugas mengelola konflik sehingga tercipta
kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Coser (2001) dalam tulisannya yang berjudul The Functions of
Social Conflict, ia mendefinisikan konflik sebagai perebutan nilai dan klaim atas
status, kekuasaan, dan sumber daya yang langka di mana tujuan lawannya adalah
untuk menetralkan, melukai atau melumpuhkan pihak yang menjadi lawan. Coser
(2001) juga berpendapat bahwa konflik merupakan proses yang bersifat
instrumental dalam membentuk, menyatukan, dan memelihara struktur sosia.
Terjadinya konflik diantara satu kelompok dengan kelompok yang lain dapat
memperkuat dan melindungi identitas kelompok sehingga tidak melebur dengan
dunia sosial sekelilingnya. Tidak terjadinya konflik di dalam suatu kelompok
menunjukkan integrasi kelompok yang lemah dengan masyarakat. Coser (2001)
menganggap bahwa konflik tidak bisa hanya dipandang dalam pandangan negatif
saja karena perbedaan adalah suatu hal yang normal yang sebenarnya berdampak
pada memperkuat struktur sosial. Dengan begitu, Coser menolak pandangan
bahwa tidak adanya konflik yang terjadi dalam suatu kelompok menjadi indikator
kekuatan dan kestabilan dari suatu hubungan.

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber
pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik
dapat menjadi sarana pembelajaran dalam memanajemen suatu kelompok atau
organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga
memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak — pihak yang
terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama
supaya tidak terulang kembali pada masa yang akan datang dan bagaimana cara
mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu-waktu terjadi kembali.

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini
dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui
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tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers
(1982). Jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya
mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari
kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik Konflik pun tidak
hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti
dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan
(Stewart & Logan, 1993). Konflik tidak selalu diidentifikasikan sebagai terjadinya
saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasikan
sebagai ‘perang dingin’ antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung

melalui kata — kata yang mengandung amarah

B. Konflik Etnis

Dalam suatu keberagaman yang berkembang, keberadaan etnis tentunya
menjadi salah satu aspek penting, dan menjadi yang tidak terpisahkan dari suatu
keberagaman. Secara umum, Etnis atau suku dimaknai sebagai suatu kesatuan
sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan persamaan asal-usul wilayah
seseorang sehingga dapat diklasifikasikan sesuai dengan arti kelompok sosial
yang serupa berdasarkan pada status kelompok maupun golongan. Etnis atau suku
bangsa merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang
berlainan berdasarkan identitas unsur kebudayaan yang mengakar kuat, terutama
dengan bahasa yang merupakan salah satu aspek penting dalam budaya
(Koentjaraningrat, 2007.

Perspektif lain memandang etnis merupakan sekumpulan manusia yang
terikat oleh kesadaran dan identitas kolektif yang dipertegas dengan pemahaman
akan kesatuan bangsa (Koentjaraningrat, 2007). Dalam hal ini keberadaan etnis
ditentukan oleh pentingnya kesadaran kelompok, pemahaman yang luas akan
kesatuan kebudayaan dan juga persamaan asal-usul yang melekat erat. Etnis
merupakan sistem penggolongan manusia yang didasarkan pada sistem
kepercayaan yang diyakini, pengimplementasian nilai- nilai di masyarakat,
pemahaman akan beragam kebiasaan, penguatan adat istiadat yang
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belakang sejarah manusia, wilayah geografis serta hubungan kekerabatan yang tak
terpisahkan.

Didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa istilah
etnis atau etnik memiliki makna sebagai suatu kelompok sosial masyarakat yang
berada dalam sebuah sistem sosial atau kebudayaan yang menjadi pedoman.
Kelompok sosial ini memiliki peran dan kedudukan tertentu berdasar pada faktor
genetik, adat maupun tradisi, agama dan kepercayaan, sistem bahasa dan lain
sebagainya. Etnis adalah serangkaian persamaan asal-usul yang merupakan salah
satu faktor yang dapat mendorong ketertautan dalam suatu ikatan. Jenis- jenis
etnis yang tersebar di berbagai penjuru dunia antara lain sebagai berikut: Suku
Bangsa Maya, Suku Bangsa Persia, Suku Bangsa Amazon, Suku Bangsa
Aborigin, Suku Bangsa Han, Suku Gypsy, Suku Bangsa Yunani.

Di Indonesia sendiri keberagaman etnis dapat dicontohkan dengan adanya
garis keturunan yang dianut suku tertentu, misal garis keturunan ayah yang
terkenal dengan istilah Patrialineal yang dianut suku batak, garis keturunan ibu
atau Matrialineal yang dianut suku sunda, serta adanya etnis atau suku bangsa
campuran yang merupakan perpaduan dari dua ras yang berbeda yang kemudian
memunculkan percampuran suku bangsa. Untuk memahami secara mendalam
mengenai Etnis. Suatu kelompok etnis atau suku bangsa diklasifikasikan
berdasarkan ikatan hubungan darah. Sehingga seseorang yang tergabung ke dalam
kelompok etnis tertentu, mempunyai ikatan hubungan darah dengan kelompok
etnis tersebut, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan termasuk dalam
kelompok etnis jika tidak memiliki hubungan darah meskipun telah
mengimplementasikan nilai-nilai kebudayaan dalam kelompok etnis tersebut
(Koentjaraningrat, 2007).

Hal ini dapat diambil contoh dalam kehidupan, ketika orang Batak tidak
berubah menjadi orang Jawa meskipun dirinya dalam keseharian berbaur dan
berinteraksi secara terus menerus dengan orang Jawa. Tidak jarang, Etnis
seringkali dikaitkan dengan agama, namun agama bukanlah indikasi yang
merujuk pada identitas etnis tertentu. Berdasarkan teori-teori di atas telah
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merupakan suatu kesatuan sosial yang dapat membedakan kesatuan berdasarkan
kesamaan asal-usul seseorang sehingga dapat diklasifikasikan dalam status
kelompok mana ia termasuk di dalamnya. Istilah etnis ini juga digunakan untuk
mengacu pada satu kelompok, atau kriteria sosial yang perbedaannya terletak pada
karakteristik kebudayaan yang melekat.

Sebenarnya konflik itu dapat terjadi di manapun kita berada, entah konflik
antar suku, ideologi, atau bahkan antar agama. Setiap dari manusia memiliki
potensi konflik masing-masing seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang.
Semua ini tergantung pada kita, bagaimana kita menerima stimulus yang ada,
merespon dari kekuatan stimulus yang timbul oleh suatu kejadian yang dapat
menyebabkan perubahan potensi konflik menjadi sebuah konflik yang berbahaya.
Patutnya kita dapat menganalisa dan memahami bagaimana penjelmaan tersebut
dan kita dapat mencegah agar tak terjadi kesalahan yang sama. Manusia yang
belajar adalah manusia yang tidak jatuh pada lubang yang sama.

Konflik dapat terjadi pada berbagai lapisan sosial, salah satunya adalah
masyarakat. Konflik yang umum terjadi di masyarakat seringkali berupa konflik
etnis ataupun agama. Dalam pembahasan ini, penulis membahas pengertian
konflik etnis serta faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya konflik tersebut.
Kemudian, penulis menjelaskan konflik yang pernah terjadi di masyarakat sebagai
contoh konflik etnis yang terjadi di Indonesia.

Terkait dengan pengertiannya, konflik etnis dapat dipahami sebagai sebuah
konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok etnis. Konflik etnis itu sendiri
dapat disebabkan bukan hanya oleh karena perbedaan etnis, namun konflik etnis
dapat terjadi berkat adanya dorongan dari beberapa faktor lain, seperti masalah
politik, sosial, ekonomi atau teritorial. Dalam perkembangannya pada era
kotemporer, istilah konflik etnis tidak hanya terkait dengan etnisitas. Bahkan,
istilah ini juga dapat digunakan secara fleksibel untuk menggambarkan konflik
yang tidak didasari atas etnisitas. Konflik etnis secara umum juga digunakan
untuk mendeskripsikan konflik internal yang memiliki skala luas, seperti konflik
di Kamboja yang pada dasarnya bukan sebuah konflik etnis oleh karena konflik
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antar kelompok politik (Brown et al, 1997). Dalam hal ini, terlihat bahwa konflik
internal pada dasarnya dapat lebih dari sekedar konflik etnis. Digunakannya istilah
konflik etnis secara fleksibel ini juga dikarenakan oleh istilah etnisitas itu sendiri.
Terkait dengan hal tersebut, konsep etnisitas tidak dapat dikatakan sebagai
variabel bebas atau variabel penjelas yang berdiri sendiri untuk studi konflik
internal kontemporer (Jacquin, 1998).

Konflik etnik merupakan salah satu jenis konflik yang tujuan dari salah satu
pihak secara khusus didefinisikan dalam kerangka etnik, dan dimana kesalahan
utama dari konfrontasi tersebut adalah perbedaan etnik. Apapun isu yang nyata
ketika konflik terjadi, paling tidak, salah satu pihak yang bertikai akan
menjelaskan kekecewaanya dalam istilah-istilah etnis, salah satu pihak yang
bertikai akan mengklaim bahwa perbedaan identitas etnik adalah alasan kenapa
anggota etnis tidak dapat menyadari keinginannya, mengapa mereka tidak
memperoleh hak yang sama, atau mengapa klaim mereka tidak memuaskan
(Stefan Wolf, 2006).

C. Konflik Agama

Sementara itu, definisi agama menurut Fox & Sandler mencakup lima
dimensi berdasarkan pengaruhnya terhadap masyarakat dan politik. Pertama,
agama adalah salah satu dasar atau basis bagi identitas. Dalam pengertian ini,
agama bersama faktor lainnya seperti bahasa, sejarah bersama, kebangsaan,
tempat tinggal, dan etnisitas membentuk identitas dari suatu masyarakat yang
membedakannya dengan masyarakat lain. Kedua, agama mencakup sistem
kepercayaan yang memengaruhi perilaku individu maupun kelompok. Semakin
besar kepercayaan agama terlibat (dalam berperilaku), semakin berkurang
kemungkinan terjadinya kompromi dan akomodasi. Ketiga, doktrin agama atau
teologi juga dapat memengaruhi perilaku. Doktrin agama ini dijadikan sebagai
panduan dalam membuat keputusan. Keempat, agama menjadi sumber legitimasi
yang digunakan untuk menjustifikasi kebijakan dan tindakan yang dilakukan,
sekalipun pihak lain menganggapnya tidak dapat dibenarkan, seperti tindakan
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keagamaan yang diterima oleh masyarakat dan dianggap memiliki otoritas dalam
memberikan pendapat atas nama agama. Dengan demikian, mereka mempunyai
dasar untuk dapat melakukan mobilisasi massa (Fox & Sandler 2005).

Adapun konflik agama (religious conflict) itu sendiri setidaknya dapat
didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, konflik agama didefinisikan
sebagai konflik di mana agama itu sendiri menjadi pusat ketidakcocokan (bersifat
substansial). Kedua, konflik agama didefinisikan sebagai konflik di mana aktor-
aktor yang terlibat menganut tradisi agama yang berbeda sehingga memiliki
identitas yang berbeda pula (bersifat fungsional). Dalam tulisan ini, definisi
kedualah yang digunakan dan dimaksudkan sebagai konflik agama (Lindberg
2008). Di Indonesia sendiri, pengertian kedua ini lebih sering diistilahkan sebagai
konflik antarumat beragama (Matulessy 2013; Rahmi 2012; Zainuddin 2013).

Setidaknya terdapat tiga hipotesis yang menghubungkan faktor agama
dengan konflik. Pertama, dalam pandangan sosio-psikologis, identitas keagamaan
yang beragam membentuk identitas kelompok dan dapat menghasilkan eskalasi
dinamika antarkelompok. Orang akan cenderung untuk mengistimewakan orang
yang beragama sama karena dianggap sebagai satu kelompok dibanding orang
lain yang identitas agama kelompoknya berbeda. Hal ini meningkatkan potensi
eskalasi kekerasan terhadap orang dari kelompok agama lain (Basedau dkk.
2011).

Kedua, identitas keagamaan bersifat khusus karena terhubung dengan ide,
norma, dan nilai bersama yang dilegitimasi oleh sumber transedental. Sifat
transedental kemudian menciptakan klaim kebenaran mutlak/absolute yang tidak
dapat diganggu gugat oleh manusia. Oleh karena itu, identitas berdasarkan norma
dan nilai transedental tersebut  sulit, bahkan tidak  dapat
dinegosiasikan/dikompromikan. Hal ini meningkatkan kecenderungan perilaku
kekerasan oleh aktor agama terhadap mereka yang tidak percaya atau menganut
tradisi agama yang berbeda. Melalui klaim sebagai yang paling benar, mereka
menganggap dirinya tidak bersalah ketika melakukan kekerasan atas nama agama,
bahkan mereka termotivasi karena adanya pahala jika melakukan hal tersebut
(Basedau dkk., 2011). Dengan kata lain, konflik agama biasanya dilihat sebagai



permainan menang-kalah (zero sum game), di mana pihak yang kalah akan
memulai lagi perkelahian begitu ia mendapatkan kesempatan (Lindberg 2008).

Ketiga, faktor agama sering dipahami sebagai sumber mobilisasi yang
memungkinkan dalam konflik. Pemimpin (agama) dapat (dengan mudah)
memolitisasi agama untuk memobilisasi pengikutnya guna melakukan aksi
kolektif dan ikut terlibat dalam konflik. Padahal, konflik tersebut mungkin
sebenarnya bukan tentang masalah agama, tetapi berakar pada masalah lain seperti
politik dan sosio-ekonomi (Basedau dkk. 2011).

Tiga hipotesis dan hasil penelitian tersebut menjelaskan mengapa konflik
yang melibatkan isu agama cenderung berlangsung lama dan sulit diselesaikan.
Bahkan jika pun diselesaikan dengan kemenangan salah satu pihak, konflik
berpotensi untuk terjadi begitu pihak yang kalah mendapatkan kesempatan.
Padahal, konflik agama yang terjadi umumnya justru berakar pada masalah-
masalah non-agama. Oleh karena itu, resolusi konflik yang seharusnya diterapkan
setidaknya harus mencakup dua hal. Pertama, menyelesaikan masalah-masalah
akar penyebab konflik yang sesungguhnya. Kedua, membangun kembali
hubungan antarkelompok agama yang memburuk akibat politisasi isu agama
tersebut.

D. Sebab-Sebab Konflik Etnis dan Konflik Agama

Tidak satupun manusia yang dapat hidup sendiri di dunia ini, satu dengan
yang lainnya akan saling membutuhkan, memerlukan, melengkapi, dan memenubhi
seputar kebutuhan hidupnya (zoon Politicon). Dengan adanya hal itulah mereka
berkomunikasi sehingga terciptalah interaksi dan tanggapan prilaku seseorang,
akan adanya interaksi-interaksi tersebut, karena konflik itu menurut Coser (2001)
adalah perbedaan fokus dan pemahaman manusia. Faktor-faktor yang menjadi
akar timbulnya konflik harus diangkat dengan benar-benar jelas sampai
kepermukaan publik, sebab dengan cara ini kita bisa mencari solusinya. Etnik atau
suku bangsa, biasanya memiliki berbagai kebudayan yang berbeda satu dengan
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demikian halnya bagi suku lain. Perbedaan etnis tersebut dapat menimbulkan
terjadinya konflik antar etnis.

Konflik antar etnis ini terjadi karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi
politik, dan lain lain. Dan demi menciptakan Negara yang aman dan tentram,
pemerintah harus menyelesaikan masalah konflik antar etnis. Cara yang lebih
demokratik demi tercegahnya perpecahan, dan penindasan atas yang lemah oleh
yang lebih kuat, adalah cara penyelesaian yang berangkat dari niat untuk take a
little and give a little, didasari itikat baik untuk berkompromi dan bermusyawarah.

Faturochman (2003) menyebutkan setidaknya ada enam hal yang biasa
melatarbelakangi terjadinya konflik etnis terjadi disebuah tempat. Enam hal
tersebut antara lain yakni: 1. Kepentingan yang sama diantara beberapa pihak; 2.
Perebutan sumber daya; 3. Sumber daya yang terbatas; 4. Kategori atau identitas
yang berbeda; 5. Prasangka atau diskriminasi; 6. Ketidakjelasan aturan
(ketidakadilan). Sementara itu, Sukamdi dan Browslee (2000) menyebutkan
bahwa konflik antar etnik di Indonesia terdiri dari tiga sebab utama, yakni, konflik
muncul karena ada benturan budaya; karena masalah ekonomi politik; dan karena
kesenjangan ekonomi sehingga timbul kesenjangan social.

Di akses dari laman https://www.oborkeadilan.com/2020/08/faktor-faktor-
penyebab-terjadinya.html (2 November 2020) Nurhazizah (2020) menyebutkan
ada beberapa faktor yang bisa menyebakan terjadinya konflik sosial, diantaranya
yaitu sebagai berikut:

1. Perbedaan Individu

Perbedaan Individu ini bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga
dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Kita tahu bahwa setiap orang itu
tidak sama, manusia itu makhluk yang unik dan istimewa tidak pernah ada
persamaan yang baku antara individu dan lainnya. Hal ini lah yang menyebabkan
terjadinya Konflik sosial, karena ketika kita menjalani Interaksi sosial tidak
mungkin seseorang itu selalu sejalan dengan yang lainnya. Seperti perbedaan

pendapat, perbedaan sudut pandang, pola fikir dan sebagainya.
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2. Perbedaan Kebudayaan

Perbedaan kebudayaan ini dapat mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah
laku individu dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Jadi kita tahu
bahwa setiap kebudayaan mempunyai bermacam-macam kergaman adat,
kebiasaan yang membedakan dengan kebudayaan yang lainnya. Dalam
lingkungan kelompok masyarakat yang sama bisa terjadi konflik apalagi dengan
kebudayaannya yang berbeda karena ukuran yang dipakai dalam satu kelompok
atau satu masyrakat tidak akan sama dengan masyarakat yang lainnya.
3. Perbedaan Kepentingan

Konflik dapat terjadi karena setiap individu memilki kebutuhan dan
kepentingan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Jadi
perbedaan kepentingan ini juga merupakan faktor yang kuat yang menyebabkan
terjadinya konflik. Karena setiap individu tidak sama dan memiliki kebutuhan dan
kepentingan yang berbeda pula ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan,
demikian pula dengan kelompok pasti ada kebutuhan yang tidak sama dengan
kelompok lain.
4. Perubahan Nilai-nilai yang terlalu cepat

Perubahan nilai yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya
disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sitem nilai yang
baru atau sistem nilai berlaku. Dan bentrokakn kepentingan ini juga dapat terjadi
diberbagai bidang seperti dibidan ekonomi, bisa juga terjadi dibidang politik dan
sebagainya. Hal ini terjadi karena setiap individu memilki kepentingan yang
berbeda dalam melihat dan mengerjakan sesuatu. Jadi perubahan ini dapat terjadi
di berbagai aspek dan perubahan yang terjadi secara cepat ini akan membuat
keguncangan dalam proses sosial di masyarakat bahkan dapat terjadi penolakan-
penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan
tatanan kehidupan masyarakat yang sudah berlaku lama. Sebenarnya perubahan
ini adalah sesuatu yang wajar terjadi, tetapi ketika perubahan ini terjadi secara
cepat maka dapat menyebabkan gejala sosial karena ketidak siapan masyarakat
dan pada akhirnya akan menimbulkan konflik sosia
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E. Manajemen Konflik Etnis dan Konflik Agama
Konflik antar etnis dan agama di Indonesia harus segera diselesaikan dan

harus sudah ada solusi konkritnya. Dalam bukunya Wirawan (2020) menjelaskan
bagaimana cara menyelesaikan konflik antar etnis dan konflik agama yang ada di
sebuah Negara. Pertama, melalui Intervensi pihak ketiga. Dimana keputusan
intervensi pihak ketiga nantinya final dan mengikat. Contoh adalah pengadilan.
Kedua, Mediasi. Mediasi ini adalah cara penyelesaian konflik melalui pihak
ketiga juga yang disebut sebagai mediator. Ketiga, Rokosialisasi. Proses
penyelesaian konflik dengan transormasi sebelum konflik itu terjadi, dimana
masyarakat pada saat itu hidup dengan damai. Selain hal di atas Wirawan (2020)
adapun cara lain dalam menyelesaikan konflik yang ada, yakni sebagai berikut:
1. Konflik Itu Harus di Management Menuju Rekonsiliasi

Konflik memang bukan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang yang
hidup di dunia ini. Apa lagi konflik yang bernuansa karena perbedaan agama yang
dianut dan pebedaan etnis. Konflik yang demikian itu memang suatu konflik yang
sangat serius. Untuk meredam wajah bahaya dari konflik itu, maka konflik itu
harus dimanagement agar ia berproses ke arah yang positif. Dr. Judo
Poerwowidagdo, MA. Dosen Senior di Universitas Duta Wacana Yogyakarta
menyatakan bahwa proses konflik menuju arah yang positif itu adalah sbb: Dari
kondisi yang “Fight” harus diupayakan agar menuju Flight. Dari kondisi Flight
diupaykan lagi agar dapat menciptakan kondisi yang Flaw. Dari Flaw inilah baru
diarahkan menuju kondisi Agreement, terus ke Rekonsiliasi. Karena itu,
masyarakat terutama para pemuka agama dan etnis haruslah dibekali ilmu
Management Konflik setidak-tidaknya untuk tingkat dasar.
2. Merobah Sistem Pemahaman Agama

Konflik yang bernuansa agama bukanlah karena agama yang dianutnya
itu mengajarkan untuk konflik. Karena cara umat memahami ajaran agamanyalah
yang menyebabkan mereka menjadi termotivasi untuk melakukan konflik.
Keluhuran ajaran agama masing-masing hendaknya tidak di retorikakan secara
berlebihan. Retorika yang berlebihan dalam mengajarkan agama kepada umat

masing-masing menyebabkan umat akan merasa dirinya lebih superior dari
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pemeluk agama lain. Arahkanlah pembinaan kehidupan beragma untuk
menampilkan nilai-nilai universal dari ajaran agama yang dianut. Misalnya, semua
agama mengajarkan umatnya untuk hidup sabar menghadapi proses kehidupan ini.
Menjadi lebih tabah menghadapi berbagai AGHT (ancaman, gangguan, hambatan
dan tantangan) dalam menghadapi hidup ini. Rela berkorban demi kepentingan
yang lebih mulia. Tidak mudah putus asa memperjuangkan sesuatu yang benar
dan adil. Tidak mudah mabuk atau lupa diri kalau mencapai sukses. Orang yang
sukses seperti menjadi kaya, pintar, menjadi penguasa, cantik, cakep, memiliki
suatu power, merasa diri bangsawan. Semuanya itu dapat menyebabkan orang
menjadi mabuk kalau kurang waspada membawa diri. Hal-hal yang seperti itulah
yang sesungguhnya lebih dipentingkan oleh masyarakat bangsa kita dewasa ini.

3. Mengurangi Penampilan Berhura-Hura dalam Kehidupan Beragama.

Kegiatan beragama seperti perayaan hari raya agama, umat hendaknya
mengurangi bentuk perayaan dengan penampilan yang berhura hura. Hal ini
sangat mudah juga memancing konflik. Karena umat lain juga dapat terpancing
untuk menunjukan existensi dirinya bahwa ia juga menganut agama yang sangat
hebat dan luhur.

4. Redam Nafsu Distinksi Untuk Menghindari Konflik Etnis.

Setiap manusia memiliki nafsu atau dorongan hidup dari dalam dirinya.
Salah satu nafsu itu ada yang disebut nafsu Distinksi. Nafsu Distinksi ini
mendorong seseorang untuk menjadi lebih dari yang lainya. Kalau nafsu ini
dikelola dengan baik justru akan membawa manusia menjadi siap hidup bersaing.
Tidak ada kemajuan tanpa persaingan. Namun, persaingan itu adalah persaingan
yang sehat. Persaingan yang sehat itu adalah persaingan yang berdasarkan noram-
norma Agama, norma Hukum dan norma-norma kemanusiaan yang lainya.
Namun, sering nafsu Distinksi ini menjadi dasar untuk mendorong suatu etnis
bahwa mereka adalah memiliki berbagai kelebihan dari etnis yang lainya. Nafsu
Distinksi ini sering membuat orang buta akan berbagai kekuranganya. Hal inilah
banyak orang menjadi bersikap sombong dan exlusive karena merasa memiliki

kelebihan etnisnya.

13



Pemecahan maslah terkait konflik juga dapat di minimalisis dari faktor
faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik etnis seperti, kepentingan yang
sama diantara beberapa pihak, perebutan sumber daya, sumber daya yang terbatas,
kategori atau identitas yang berbeda, prasangka atau diskriminasi harus
diselesaikan secara demokratik. Cara cara seperti rekonsialisasi dan mediasi harus
dikedepankan. Penyelesaian konflik tanpa kekerasan inilah yang harus dilakukan,
agar tidak jatuh banyak korban.
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